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BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS

DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan vang
baik dan berorientasi pada pelavanan publik, diperlukan
perangkat daerah vang mampu melaksanakan fungsi
pemerintahan secara efektif, efisien dan akuntabel berdasarkan
nilai-nilai Pancasila dan prinsip otonomi daerah;

bahwa Kecamatan sebagai perangkat daerah di wilayah
kabupaten Jember memiliki peran penting dalam mendekatkan
pelavanan kepada masvarakat serta menvesuaikan kebutuhan
sosial, demografis dan geografis masyarakat yvang semakin
berkembang, sehingga diperlukan pengaturan organisasi vang
responsii dan adaptif;

bahwa Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember dipandang tidak sesuai
lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat
sehingga periu  menetapkan Peraturan Bupati  tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Kecamatan dengan yang baru;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Kedudukan, Susunan Orgamisasi, Tugas dan Fungs serta
Tala Kerja Kecamatan;

. Pasal 18 ayat (6] Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 19530 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur
(Berita Negara Republik [ndonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilavah Kota Praja
Surabaya dan Daerah Tingkat Il Surabaya dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 19530 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barali dan Dacrah Istimewa
Yogyvakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Eepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten .Jember Nomor 3)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1);



Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
KECAMATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupat ini vang dimaksud dengan:

2.
3.
4

i1]

(2

(3)

(1)

Daerah adalah Kabupaten Jember.

Bupati adalah Bupati Jember.

Sekretans Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakvat Daerah dalam penvelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kecamatan atau vang disebut dengan nama lain adalah bagian
wilayah dan Daerah kabupaten /kota vang dipimpin oleh Camat.
Kkelurahan adalah bagian wilayah dan Kecamatan sebagai
perangkat Kecamatan.

BAB (1
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISAS]
Pasal 2

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana
teknis kewilayahan yang mempunyai wilayvah tertentu dalam
rangka  melaksanakan pelimpahan sehagian urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan urusan
pemerintahan umum vang dilimpahkan Bupati sebagai
pelaksana urusan pemerintahan umum.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan, pelavanan publik, dan
pemberdavaan masyarakat desa dan kelurahan.

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Pasal 3

Susunan organisasi Kecamatan terdin atas:

a. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.



Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
Seksi Pemberdayaan Masyvarakat dan Kesejahteraan Sosial;
Seksi Pelavanan Umum;

Kelurahan, memhbawahi:

1. SBekretariat;

2. Seksl Pemernintahan dan Pelayvanan Umum; dan

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan

Sosial.
[. Desa: dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a,
dipimpin oleh Sekretaris vang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Camat.

(3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, huruf ¢, dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat,

(4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a angka | dan angka 2, dipimpin oleh Kepala Sub
Bagian vang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris.

(5) Masing-masing Kelurahan dipimpin oleh Lurah vang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

(6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka
1 dipimpin oleh Sekretaris vang berada di bawah dan
bertanggung jawah pada Lurah

(V) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e angka 2 dan angka 3, dipimpin oleh Kepala Seksi vang
berada di bawah dan bertanggung jawab pada Lurah.

(8) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1] tercantum dalam Lampiran vang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

e n o

BAB Il
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kecamatan

Pasal 4

(1) Camat dalam memimpin Kecamatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas:

a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum ditingkat
Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan VAEng mengatur pelaksanaan UTsan
pemerintahan umum;



mengoordinasikan kegiatan pemberdavaan masyarakat;
mengoordinasikan upayva penyelenggaraan ketenteraman
dan ketertiban umum;

mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati;

mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana
pelayanan umum;

mengoordinasikan penvelenggaraan kegiatan pemerintahan
di tingkat Kecamatan;

membina dan mengawasi penvelenggaraan kegiatan Desa
dan/atau kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan
vang berlaku;

melaksanakan penyelesaian permasalahan  pelayanan
pemerintahan di wilayah Kecamatan,

melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah vang tidak dilaksanakan oleh unit kerja
Perangkat Daerah Kabupaten vang ada di Kecamatan; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2] Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada avat

(1} Camat mempunyai fungsi:

.

pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila,
pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 serta pemeliharaan keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

pelaksanaan fasilitas), koordinas: dan pembinaan wawasan
kebangsaan dan ketahanan nasional,

pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat
beragama, ras. dan golongan lainnya guna mewujudkan
stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
pelaksanaan koordinasi penanganan konfhik sosal sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

pembinaan pengembangan kehidupan demokras:
berdasarkan Pancasila;

pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan
tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan;

. penyelenggaraan pelayanan terpadu Kecamatan;

pelaksanaan koordinasi penyvelenggaraan ketenteraman dan
ketertiban umum di tingkat Kecamatan;

pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan
fasilitas umum;



bb.

dd.

pelaksanaan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan
kegiatan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal
terkait di tingkat Kecamatan,

. pelaksanaan koordinasi penyvuluh dan/atau pendamping

dalam rangka optimalisasi sasaran rencana kerja penvuluh
dan atau pendamping i tingkat Kecamatan dan
desa/kelurahan;

. pelaksanaan koordinasi kematan pemberdavaan

masyvarakat;

pelaksanaan koordinasi partisipasi masvarakat dalam forum
musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan
dan Kecamatan;

penvelenggaraan kewenangan Daerahh  vang tidak
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tingkat kabupaten,
pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penvelenggaraan
pemerintahan desa;

pelaksanaan inovasi dan kreativitas penyelenggaraan fungsi
pemerintahan tingkat Kecamatan;

pelaksanaan penganggaran dan perencanaan kecamatan;
pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanganan
kebencanaan di tingkat Kecamatan;

. pelaksanaan pengawasan dan  koordinasi  peningkatan

kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan;
pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan
pembangunan di wilayah Kecamatan,

. pelaksanaan pembinaan dan  pengawasan  serta

pengevaluasian terhadap seluruh program kepa dan
kegiatan di wilayah Kecamatan;

pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam
rangka pelaksanaan tugas;

pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa
berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa,
pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;

. pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala

desa, perangkat desa, badan permusyvawaratan desa dan
lembaga kemasyarakatan desa;

pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa,
merckomendasikan  pengangkatan dan  pemberhentian
perangkat desa;

. pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan

kawasan pedesaan, serta penvusunan perencanaan
pembangunan partisipatif;
pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama
desa dengan pihak ketiga;



=

hh.

pemberian  fasilitasi penataan, pemanfaatan dan
pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan
penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program
dan pelaksanaan pemberdayaan masyvarakat
desa/kelurahan;

pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta
pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilavah
Kecamatan,

pelaksanaan sebagian kewenangan vang dilimpahkan oleh
Bupati;

penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas;

pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di  bidang
peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan; dan
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati
seguai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

(1} Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf

a

mempunyai  tugas merencanakan, melaksanakan,

mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi
umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan
serta tugas lain vang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

:l!l

a.

Sekretariat mempunyai fungsi:

penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan
dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan
dan keuangan Kecamatan,

. pengoordinasian  pelaksanaan togas dan  dukungan

administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan
dan keuangan Kecamatan,

. pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan

administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan
dan keuangan Kecamatan,

. pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan

barang milik negara vang menjadi tanggung jawab
kecamatan;

. pengoordinasian dan pelaksanaan pemeliharaan prasarana

dan sarana/fasilitas pelayanan umum,
penvusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas; dan



g. pelaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh Camat sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 mempunyai tugas:

é.

b.

menyviapkan administrasi surat yvang meliputi penerimaan,
pengiriman dan pendistribusian surat;

menyiapkan bahan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan
kearsipan;

menyviapkan bahan penyelenggaraan rapat-rapat dinas,
perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan
kebersihan lingkungan serta pelavanan kerumahtanggaan
lainnya,

menyiapkan bahan telaghan dan pelayvanan informast,
menyiapkan dan mengoordinasikan penyusunan analisis
jabatan dan analisis beban kerja;

menyusun rencana kebutuhan barang dan  kebutuhan
pemeliharaan barang;

melaksanakan pelayanan administrasi dan melaksanakan
pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian
peralatan /perlengkapan kantor;

melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan dan
perlindungan aset/barang milik Daerah;

melaksanakan pengusulan seluruh rencana kebutuhan
kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian
lainnya;

mengelola layanan administrast kepegawaian dan
pengembangan kompetensi aparatur di Kecamatan,
mengoordinasikan dan melaksanakan pemehharaan prasarana
dan sarana/fasilitas pelayanan umum,;

menyusun laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan
tugas; dan

melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Paragraf 2

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 avat (1) huruf a angka 2 mempunyvai tugas:

mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan
perencanaan strategis dan perencanaan tahunan Kecamatan;
melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data
informasi Kecamatan;

mengoordinasikan  pelaksanaan nput data pada sistem
informasi perencanaan dan pelaporan Daerah;

mengumpulkan bahan dan pengoordinasian penyvusunan
laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan
laporan pertanggungiawaban Kecamatan sesual peraturan
perundang-undangan yvang berlaku;

mengoordinasikan penyusunan dan pengumpulan perjanjian
kinerja lingkup Kecamatan;

menyviapkan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian
pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;

menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan rencana
anggaran dan rencana perubahan anggaran;

melaksanakan pengelolaan anggaran belanja;
mengoordinasikan pelaksanaan input data pada sistem
informasi keuangan Daerah;

mengoordinasikan penatausahaan keuangan,

menerima dan menvetorkan hasil pungutan pajak Daerah dan
retribusi Daerah ke kas Daerah;

melaksanakan verifikasi hanan atas pertanggungjawaban
keuangan;

. melaksanakan verifikasi kelengkapan adminisirasi permintaan

pembayaran;

menyviapkan bahan dan pengoordinasian rekonsilisasi data
keuangan secara periodik dengan Perangkat Daerah vang
melaksanakan fungsi penunjang keuangan;

menviapkan bahan monitoring realisasi penerimaan dan
pengeluaran;

mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti
laporan hasil pemeriksaan;

mengoordinasikan dan menyvusun laporan keuangan:
menyusun laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan
tugas; dan

melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh Sekretaris sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Bagian Ketiga
Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pasal 8

Selksi  Pemernintahan, Ketenteraman dan Ketertitban Umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai
tugas:

g.

b.

menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang
pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
melaksanakan koordinasi dan smergitas dengan Perangkal
Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan
pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;

melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
melaksanakan evaluasi penvelenggaraan  pemerintahan,
ketenteraman dan ketertiban umum,;

melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemungutan Pajak Bumi
dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan,

menyusun dokumen monografi Kecamatan;

menyusun program dan pembinaan  penyelenggaraan
pemerintahan umum desa/kelurahan;

menyelenggarakan urusan pertanahan dan pengawasan barang
milik daerah vang menjadi kewenangan Kecamatan,

menyusun program dan melaksanakan fasilitasi kegiatan sosial,
politik, ideclogi dan kesatuan bangsa;

menyusun program dan pembinaan penvelenggaraan Polisi
Pamong Praja;

menyusun program dan pembinaan Satuan Perlindungan
Masyarakat;

mengoordinasikan bidang keamanan dan ketertiban di wilayah
Kecamatan;

. melaksanakan pemantauan situasi, kondisi dan menjaga

stabilitas wilayah;

melaksanakan pemantauan, pengoordinasian dan penggalangan
tugas penangeuiangan bencana di wilayah;

mengoordinasikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di
tingkat Kecamatan dan kegiatan vertikal kegiatan;

melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupat,
melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan
tokoh masyarakat;

melaporkan  pelaksanaan  pembinaan  penyelenggaraan
pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban;



5.

Gl s RO

menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas; dan

melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh Camat sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempart
Seksi Pemberdavaan Masyvarakat dan Kesejahteraan Sosial

Pasal 9

Seksi  Pemberdavaan Masvarakat dan Kesejahteraan Sosial
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf ¢, mempunyai

tugas:

a.

b.

mengoordinasikan dan melaksanakan PETCNCANAATN,
pemberdayvaan dan peningkatan partisipasi masyarakat;
mengoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan
pembinaan kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan dan
Keluarga Berencana, kepemudaan, peranan wanita dan olah
raga;

menyusun program dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;

. menyusun program dan pengawasan kegiatan pembangunan

fisik di wilayah Kecamatan;

menyusun program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat,
menyusun program dan pembinaan pelestarian lingkungan
hidup;

memberikan fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga serta lembaga
keswadayaan masyarakat:

menyusun program percepatan pengentasan kemiskinan di
wilayah Kecamatan;

menyusun program dan pelaksanaan pembinaan kesejahteraan
sosial, penyandang disabilitas serta keluarga berencana;
menyusun program dan pemberian fasilitasi kegiatan kehidupan
beragama;

menyusun program <Jan pembinaan upava peningkatan
kesejahteraan kesehatan masyarakat;

menyusun program dan pembinaan kegiatan pendidikan dasar,
pendidikan informal, kesenian serta kebudayaan di wilayah
Kecamatan;

menyusun program dan pemberian pelayanan bantuan sosial
serta penanganan pengungsi korban bencana;

menyusun program serta pembinaan kepemudaan dan olah raga
di wilavah Kecamatan,

mengoordinasikan pelaksanaan pemberian bantuan
pemerintah;
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mengoordinasikan  partisipasi masyarakat dalam forum
musyawargh perencanaan pembangunan di desa/kelurahan
dan Kecamatan;

melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan
pemberdayvaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan
swasta di wilayah kerja Kecamatan,

memastikan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di
wilavah Kecamatan;

melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masvarakat di
wilayah kerja Kecamatan,

menvusun laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan
tugas; dan

melaksanakan tugas lain yvang diberikan oleh Camat sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Bagian Kelima
Seksi Pelayanan Umum

Pasal 10

Seksi Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1) huruf d, mempunyai tugas:

#.

b.
e

merumuskan dan melaksanakan kegiatan pelayanan di
Kecamatan;

menciptakan dan melaksanakan inovasi pelayanan publik;
menyusun dan mempublikasikan standar pelayanan dan
standar operasional prosedur terkait dengan pelayanan publik;
melakukan survei kepuasan masyarakat;

mengelola pengaduan masyvarakat terkait dengan pelayanan
publik;

melaksanakan pembinaan dan  pengawasan  terhadap
pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di
Kecamatan /desa/kelurahan;

memastikan  efektifitas pelaksanaan pelavanan kepada
masyarakat di wilayah Kecamatan;

melaksanakan pelavanan administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil,

melaksanakan pemberian fasilitasi dan penerbitan rekomendasi
perijinan di wilayah Kecamatan sesuai dengan kewenangan yang
ada;

melaksanakan pemberian fasilitasi pelayanan di bidang
perbankan, perkreditan, perikanan, peternakan dan kehutanan
sesuai dengan kewenangannya;

melaksanakan pemberian fasilitasi pelavanan di bidang industri
dan usaha kecil sesuai dengan kewenangannya;



(1)

(2)

(3)

(4)

N e 1

melaksanakan sinergitas dengan Perangkat Daerah dan/atau
instansi vertikal vang terkait dengan pelayanan;

. menyusun laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan

tugas; dan
melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh Camat sesuail
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Bapian Keenam
Kelurahan

Pasal 11

Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan vang dibentuk

untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.

Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan vang disebut Lurah

selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada

Camat.

Lurah sebagammana dimaksud dalam Pasal 3 avat (1) huruf e,

mempunyai tugas membantu Camat dalam:

a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan, pelayanan
masvarakat dan pemberdayaan masyarakat;

b. memelihara ketentraman dan ketertiban umum;

c. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelavanan
umum; dan

d. melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh Camat sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimalksud pada avat

(3) Lurah mempunyai fungsi meliputi:

a. pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Camat;

b. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan,

c. pelaksanaan kegiatan pemberdayvaan masvarakat dan
pelayanan masyarakat:

d. pelaksanaan penvelenggaraan ketenteraman dan ketertiban
UL,

e, pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana, serta
fasilitas pelayanan umum; dan

. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan cleh Camat sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 12

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e
angka 1, mempunyai tugas:

.

melaksanakan admimstrasi kepegawaian;
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b. menyusun dan meréencanakan  anggaran program dan

kegatan;

¢. melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan dan gaji
pegawai;

d. melaksanakan urusan perlengkapan, inventarisasi dan rumah
tangga;

menyvelenggarakan rapat-rapat dinas dan upacara;
melaksanakan urusan tata usaha kelurghan;

g menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas; dan

h. melaksanakan tugas lain yvang diberikan oleh Lurah sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Seksi Pemerintahanan dan Pelavanan Umum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunvyai tugas:

a. melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan program dan
kegiatan bidang pemerintahan dan pelayvanan umum di lingkup
kelurahan;

b. melaksanakan tugas di bidang pemerintahan;

c. melaksanakan pembinaan wilayah, ketenteraman dan
ketertiban umum;
melaksanakan administrasi di bidang pertanahan;

. melaksanakan urusan pelayanan umum kepada masyarakat;

f, melakukan pelayanan di bidang administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil;

g melaksanakan kebersihan sarana dan prasarana umum serta
fasilitas kegiatan ekonomi masyarakat;

h, melaksanakan pengolahan dan evaluasi data di bidang
pemerintahan dan pelayanan umum,

i. mengumpulkan bahan pembinaan wilayah dan pelayanan
masyarakat;

j. memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang
pemerintahan dan pelayanan umum,

k. melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;

. melaksanakan program, menyelenggarakan dan
mengoordinasikan bidang ketenteraman dan ketertiban umum;

m. melakukan pemantauan situasi, kondisi dan menjaga stabilitas
wilayah;

n. melakukan pemantauan, mengoordinasikan dan penggalangan
tugas-tugas penanggulangan bencana di wilavah;

0. melaksanakan tugas di bidang pertanahan sesual peraturan
perundang-undangan;
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p. melaksanakan serta membantu penyelenggaraan kegiatan
kesatuan bangsa dan perlindungan masyvarakat,

q. melaksanakan pelavanan administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil;

T. menyusun program pembinaan dan peningkatan pelayanan
kebersihan, keindahan dan sanitasi lingkungan;

8. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas; dan

. melaksanakan tupas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Seksi Pemberdavaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 3 avat (1) huruf e angka 3,
mempunyal tugas;

a. mengoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan
program dan kegiatan terkait pemberdayaan masyarakat dan
kesejahteraan sosial;

b. mengoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan
pembinaan kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan,
keluarga berencana dan peranan wanita, disabilitas serta
masyarakat miskin;

c. mengumpulkan dan menyalurkan dana/bantuan sosial
penanganan korban hencana, fasilitasi kehidupan beragam
maupun peningkatan kesehatan masyarakat;

d. melaksanakan fasilitasi pembinaan terhadap penvandang
keterbatasan fisik;

e. mengumpulkan data serta verifikasi masyarakat miskin dan
penvandang masalah kesejahteraan sosial,

f. melaksanakan pendataan serta pengumpulan informasi
ketersediaan anak usia sekolah untuk diusulkan menerima
bantuan pendidikan di wilayah kerjanya;

g melaksanakan monitoring, evaluast serta pemutakhiran data
disabilitas, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan anak
usia sekolah vang di usulkan menerima beasiswa;

h. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pemuktahiran
data penyandang keterbatasan fisik dan penvandang masalah
kesejahteraan sosial;

i. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pemuktahiran
data anak usia sekolah vang akan dan telah diusulkan
menerima bantuan pendidikan;

j. melaksanakan pengembangan serta pemberdayaan masyvarakat
miskin serta penyandang masalah kesejahteraan sosial di
wilayah kerja kelurahan;
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melaksanakan pembinaan terhadap usaha-usaha
pengembangan pemberdavaan masyarakat di wilayah
kelurahan;

menvusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas; dan

melaksanakan tugas lain yvang diberikan oleh Lurah sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

kelompok Jabatan Fungsional memililki tugas memberikan
pelayanan fungsional berdasarkan pada keahhan dan
keterampilan tertentu.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), terdin atas berbaga: jems jabatan fungsional sesuai
dengan  bidang  keahlian dan  keterampilan  yang
pengangkatannya sesual dengan |ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

[3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan vang didasan
atas analisis jabatan dan beban kerja.

(4} Jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana

(1)

(2)

dimaksud pada ayat (1) sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan vyang mengatur jabatan [ungsional
masing-masing.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas pekok dan fungsinya, Camat,
Sekretaris Kecamatan, Kepala Sub Bagian, Kepala Selksi, Lurah,
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten serta Instansi lain di luar
Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas pokoknya masing-
masing.
Setiap Pimpinan Unit Organisas! wajib dan bertanggung jawah:
a. memimpin dan mengoordinasikan  bawahan dan
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahannya;
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b. mengikuti dan mematuhi petunjuk atasannya;

c, mengolah dan mempergunakan laporan yang diterima dari
bawahannva sebagai bahan penyusunan laporan dan
memberikan petunjuk kepada bawahannya;

d. mengawasi bawahannya dan dalam  hal teradi
penvimpangan agar mengambil langkah vang diperiukan;
dan

e, menvampaikan laporan pelaksanaan tugas berkala secara
tepat wakiu kepada atasannya.

(3] Setiap Pimpinan Unit Organisasi dalam menvampaikan laporan,
memberikan tembusan kepada unit organisasi lain vang secara
fungsional mempunyai hubungan.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 17

{1) Persyaratan dan pengangkatan Camat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

{2) Persyaratan dan pengangkatan Sekretaris, Kepala Sub Bagian,
Kepala Seksi dan Lurah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

BAB VI
ESELON JABATAN

Pasal 18

(1} Camat merupakan Jabatan Eselon Il a atau Jabatan
Administrator.

(2] Sekretaris Kecamatan merupakan Jabatan Eselon Il b atau
Jabatan Administrator,

(3) Lurah dan Kepala Seksi di Kecamatan merupakan Jabatan
Eselon 1V a atau Jabatan Pengawas.

(4) Kepala Sub Bagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan,
Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan Jabatan Eselon IV b
atau Jabatan Pengawas.
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BAB VIl
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Peraturan Bupati m1 mulai berlaku pada saat dilakukan
pengisian pejabat berdasarkan ketentuan dalam Peraturan
Bupati ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pejabat yang ada sebelum Peraturan Bupati imi berlaku, tetap
menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsi
berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember dan Peraturan
Bupati Jember Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungs: serta Tata Kenja
Kelurahan Kabupaten Jember sampai dengan ditetapkannya
pejabat baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati
ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

a.

Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 tentang
kKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Kecamatan di Kkabupaten Jember (Berita Daerah
Kabupaten Jember Tahun 2021 Noemor 29); dan

Peraturan Bupati Jember Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Kelurahan Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten
Jember Tahun 2021 Nomeor 30).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
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Pasal 21
Peraturan Bupat ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 9 Degember 2025

BUPATI JEMBER,

ttd

MUHAMMAD FAWAIT
Diundangkan di Jember
pada tanggal :; Desember 2025

Pj. Sekretans Daerah,

ttd

Akhmad Helmi Lukman

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2025 NOMOR 37



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEMBER

NOMOR i 37 TAHUN 2025

TENTANG : KEDUDURKAN, SUSUNAN
ORGANISASIL, TUGAS DAN
FUNGSI] SERTA TATA KERJA

KECAMATAN
BAGAN STRUKTUR QRGANISAS]
KECAMATAN
KECAMATAN
SEKRETARIAT
KELCIMPOE JAELATAN ;
FLINGEICNAL I ]
SUB BAGIAN SUB BAGIAN
LMUM DAN FERENCAMNAAN
KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
SEKS SERS] SERSI
PEMERINTAHAN, FPEMBERDAYAAN PELAYANAN
KETEMNTEAMAN MASYARARAT DAN LMUM
DAN KESEJAHTERAAN
KETERTIBAN SOSIAL
LIMLIM
F |
KELLAHAMN DESA
SEKRETARIAT
SEKSI
FEMBERDAYAMN

SEKS] PEMERINTAHAN
DAN PELAYANAN UMUM

Pj. Sekretaris Daerah,
ttd

Akhmad Helmi Lukman

MASYARAKAT DAN
KESEJAHTERAAN
SOSIAL

BUPATI JEMBER,
ttd

MUHAMMAD FAWAIT

Sallhan Sosun] Aslinya
KEPALD | b LI




